PERATURAN GUBERNUR NUSA TENG

GUBERNUR NUSA TENGGARE LIHILE

NOMOR 76 TALUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DARN PENGE

APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN IZ‘:E“-’?‘E CKTRONI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TEMG MUF

Menimbang

Mengingat

a
o

@

NRENCGAN RARMAT TUHARN ¥ 4WC |
GUBERNUR NUSA TENGGA =

a.

bahwa untuk meningk:

pemerintahan, perlu dilakukan ramar
informasi melalui pembang:
sistem aplikasi;

bahwa untuk kelancaran peiger aog
31 Nigsa Tenggara Timur

Til Rt

di lingkungan Pemerintah Provis
diperlukan suatu wedormait
lingkup Pemerintah Provinsi M
bahwa  berdasarkan pertimbarigan sebagaimar.a
dimaksud dalam hurut a dan huruf b, perlu mc—‘rsse?_.a'g:fxers
Peraturan Gubernur ientang j F
dan Pengembangan Apilikss
Berbasis Elektronik Pemer"r‘fjif
Timur;

Perangkat Dasral

lenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 54 Tanun
Pembentukan Daerah-daerah Tirgkat [ Eali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1938 Nomor 1153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
1649);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektron'k (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 MNomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Renublily Indonesia NMomor 42471
sebagaimana telah diuban den
Nomor 19 Tahun 2016 tentarig Fer
Undang Nomor 11 Tahun 200%Z ienta
Transakst Elektronik (Lembezrar
Indonesia Tahun 2016 Nemor 251, 1

Negara Republik Indonesia Momor 598
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Keterbukaan Informas: Publik (Lembaran Negara
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Lembaran Negara Republik I‘iCiE;-I’lE‘ESi& Nomor 4846);



Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR

4. Undang-Undang 'Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 HNomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 95867)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 fahun Z0Z2 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dail
Pemerintah Daerah (Lembaras Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 67571,

i

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran 1"— a Republik Indonesia

Far o DR I

N

T oomm e o m Y .
laZilial il PICEell ¢

Tahun 2009 Nomoi 112,
Republik Indonesia Nomoir SUIE),
©. FMeraturan FPresiden Nomor Yo
3istem Pemerintahan Berbasis e
Negara Republik Indonesia Taliun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Komuni! C dan Informatika Nomor

7  Tahun 2013 tentans

018 tentang

(Lembaran

Peneraparn

Interoperabilitas Dokumer: B
Penyelenggara Sistem E.‘-'.ie'.ér;--rf; 1.1 narn
Cubi,

8. Peraturan Gubernur Nusa Timur Nomor 11
tahun 2019 tentang 13 r} ggaraan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggaia | i 2018
Nomor 119) sebagairf_-._a-‘._z'a.:-'_
Peraturan Gubernur Nusa [engg:
Tahun 2021 tentang Perubahar
Gubernur Nusa Tenggara Timur

[ Tat e Lg 1y S S b g s Sh
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Pemerintahan Berbasis Eizitronik
Provinsi Nusa lenggara limu. &)

MEMUTUSEAN:

PEDORMAN
AN APLIKAST
ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

PEMBANGUNAN DAN PENGEME,
SISTEM PEMERINTAHAN BERRBA

BAE I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Defen

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dir. aksud dengan:

P [

L)r:‘.b‘l d..l.'l d.(.ldldll t"é UVlIlbl N LisSda it.?ll.ggdi'd 1 U.IJ.L!JL'.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingket P12 adalah Perangkat
Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggars Timur.



5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang
adalah Dinas Komunikasi dan Informatiks
Timur.

6. Sistem Aplikasi adalah kumpulan perintah prosram
kemputer yang bertugas untuk menyelesaikan rebufuban atau tugas
yang spesifik atau khusus.

7. Siatem Informasi I\_ﬂnnniemen adalah

vang adda dalam

mencakup prosedur, program, sumber
informasi yang dimanfaatkan untuk pengiwiaan
untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.

8. Pembangunan Sistem Aplikasi adalah proses pembuatan suatu sistem
aplikasi yang memiliki tujuan tertuntu sesuai dengan rancangan sistem
yang dibuat.

9. Pengembangan Sistem Aplikasi adalah proses perubahan yang bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan, fitur dan kapasitas dari suatu sistem
aplikasi yang sudah ada.

10. Pengelolaan Sistem Aplikasi adalah proses voperasionalisasi dari sistem
aplikasi yang selesai dibangun dan/atau dikembangikarn.

11. Pemeliharaan Sistem Aplikasi adalah serzngkaian

hertujnan untnl memastikan agar sistem apii
berjalan nermal dan bisa mencapai tujuan atau tas

-'&1—\1 1;-"\01 OO Adalal gﬁntu Atmy nz:1)1f1-v\1—1-1—. o £, =LA e

e Pt B det et ANARALLAL L LA LALTARA ML LA AL fs b AL 2 FECH S e

h_,
b

prosedur yang dirancang untuk melakukan tugza:
SPBE.

13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE vang
digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusai
daerah.

14. Aplikasi Khusus adalah Aplikast SPBE
digunakan dan dikelola cleh PD terte

khiusus yang bukan kebutuhan instan :
15, Iutegrasi azdalail sebual sisicur yang .=.w:n;-:gc_':'.:;-_:u.r' PELI UL AL LILLERE

menjadi suatu kesatuan yang utuh.

16. Interoperabilitas adalah kemampuan suatu =olikasi untuk hisa
berinteraksi dengan aplikasi lainnya melal
disetujui bersama lewat berbagai macam jalur komunikasi,

17. Data adalah sesuatu yang belum mempur yai
masih memerlukan adanya suatu pengolai

18. Basis Data adalah kumpulan data yang o
dalam komputer dan dapat diolah atau
perangkat lunak berupa program aplikasi untuk menghasiikan

z' suatu  protc<ol varg

LIDagl pericriimianva aan
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informasi.

19. Tata Cara Pembangunan dan Pengembang Aplikazi adalah mekanisme
den tahapan vyang harus dilalui oleh FD  dalam melakukan
pembangunan dan pengembangan aplikasi

20. Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah pedoman
yang disusun sebagai dasar dari preszes pembangunan  dan
pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah

21. Internet adalah jaringan komputer saling terhuburg satu dengan yang
lain di seluru dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana
komunikasi data berupa suara, gambar, videc dan teks.

22. Intranet adalah jaringan komputer vang saling tersambung digunakan
suatu sistem organisasi.
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36.

37,

angunan dan Pengeimidar

Kencana
pembangunan dan pengembangan sist
disusun satu kali pada awal proses
sistem aplikasi serta digunakan seué;
pedoman sistem aplikasi pemerintahan.

Fancangan Pembangunan dan Pengembangen Sistem Aplikasi adalah
rancangan perupangunan dan pengeinbarngan sl 51
disusun setiap melakukan pembangunan dan opengembangan sistem

aplikasi.
Cistem Penghubung Layanan adalati woerangkat integrasi atau
penghubung untuk melakukan pertuikaran layans
Akses adalah kegiatan untuk melakukan interalsi d
baik sistem jaringan, sistem aplikasi maupurn =isf
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pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis
dan dapat dibaca oleh manusia sehingga memungkinkan programmer
untuk berkomunikasi dengan komputer mengguii: 1 beberapa perintah
yang terdefinisi.

Standar Operation Procedure untuk selanjutnyva disebut SOP adalab
suatu sistem acuan atau standarisasi vyang urutan proses
melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akiir dan disusun untuk
memudahkan, merapikan dan me 'erbitkan pekerjaan,
Risnis Proses adalah sekumpulan aktivitas atau pelerjaan terstruktur
yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau
yang menghasilkan produk atau layanan demi meraib tujuan tertentu.
User manual untuk selanjutnya disebut peiunjuk penggunaan adalah
dokumen komunikasi teknis yang disusun untuk memberikan penjelasan
bagaimana suatu sistem bisa dipakai/digun -v'if;f an.

Kesalahan pada sistem aplikasi vang selanjutnva <disebut Bug adalah
kesalahan pada komputer yang dlseba:ﬂfava
perangkat keras sehingga komputer tidak bek
Sistem  Elektronik adalah selanjuinys
prosedur elektronik yang berfungsi mempers:: 2
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengimumkan,
mengirimkan dan/atau menyebarkan Informas: Zlelttronik
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mjutnya,
adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer
data/informasi maupun memberikan inf ; orang lain serta
aapat digunakan untuk alat berkomunikasi b

arah.

Meta Daila  adalals  indfornies: yaulg ‘H’T.’.‘_“_.EL—-'C'_!‘IL'.\.L.":\.JL:"-!..E\&:I.I‘, 11;.-.::1.r._j'::'i"r.t.:-.,%-i"\.':u.r. 3
menemukan atau setidaknya menjadikan si
ditemukan kembali, digunakan atau dmclui;-_-;z,
Penyimpanan data atau server adalah se

- arah ataupun dua

]
9

tem komputer vang
menyediakai jenis layanan terientu dalam sebuais AT

Pencarian sumber masalah atau froubleshootiing merunsicar

sumber masalah secara sistematis sehin

diselesaikan
Monitoring dan Evaluasi adaleh suatu prose:; mengumpulan data dan
pengukuran kemajuan pencapaian tujuan dari suatu program kegiatan.

;n



Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

a. untuk menjamin sistem aplikasi yang dibangun dapat
berkelanjutan dan dapat dengan mudah ditingkatkan
kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru,
penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang
lebih besar; dan

b. menjamin sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal
dan dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan
pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta
bebas dari bug aplikasi; dan

c. menjamin bahwa  sistem aplikasi dapat saling
berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan
sistem aplikasi yang lain yang ada di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan
Sistem  Aplikasi secara optimal dalam  proses
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. mewujudkan pemerintahan yang efisiensi, efektifitas dan
akuntabilitas, bersih dan transparan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan;

c sebagai sarana penataan sistem informasi manajemen dan
proses bisnis pemerintahan; dan

d. terbentuknya sistem aplikasi yang memiliki fitur untuk
kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain,
terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan
informasi antar sistem aplikasi dalam lingkup PD.

Pasal 4
Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :
rancang bangun dan pengembangan sistem aplikasi SPBE;
integrasi sistem aplikasi SPBE,;
basis data;
pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi SPBE;
monitoring dan evaluasi ; dan
pembiayaan.

SO a0 o

BAB II
RACANG BANGUN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI SPBE
Bagian Kesatu
Aplikasi sebagai Unsur SPBE
Pasal S5

(1) Aplikasi SPBE digunakan oleh PD di Pemerintah Daerah
untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :

a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE
mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang
dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem
yang meliputi tahap:

perencanaan;

analisis;

pembangunan dan / atau pengembangan;
penerapan; dan

pemeliharaan.

opo o



(4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan
berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daewl_ setelah mendapatkan

e b Amwmapmas 1

jeis umbansau dari pxmyulau PD terkait sesuass aCIIEarn  «£C
peraturan perundang-undangan.
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telah tersedla, PD di Lingkup Pemerintah Daerahh harus menggunalan
Aplikasi Umum.
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dibangun dan dikembangkan oleh PD di
dengan tugas dan fungsinya,

(7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus i FPen
sevagaimana yang dimaksud pada ayat (4] hes
Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provin

(8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta keleng

o
e el

)]

sesual

aibangun

dan;’atau C:iLCLJlLaus}sdrl alas biay Dol el aeialt “_:jt.i_\_jcj;_g’g'{;jl,'(J_l__._:
dimmaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Provinsi NTT dan tidal
dapat digunakan di luar Pemerintah Daerzh tanps persetujusn dari
Dinas.

Th el PF o Fe
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Rancang Bangun Sistem Aplilk
Pasal &
(1) Setiap PD akan melakukan Pembangunasn aistern Aplikas: SPRIT wajib

gmm ol Ven a1 )

melakuran porancangan terhadap Si:t\,m A

(2} Perancangan Sistem Aplikasi SPBE meliput
sebagaimana dimaksud pada ayat e
sebagai berikni:

a  spesifikasi fungsional yang memuat proses
disediakail ulel sistem aplikasi, dau

b. spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan prose
sesuai kebituhan PD yang disetujui dan,
mﬂgiﬂﬁumﬂ‘iﬁiﬂﬂ Kepala PD.

(3) Perancangan Sistem Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat {{]
dapat disusun oleh PD bersama Dinas atau hekerjasama dengary
ketiga.

(4) Perancangan Sistem Aplikasi SPBE FD yan g; bek

Trirr e e

atd nd CH
ketiga harus mendapat persetujuan/rekomce

jasama dengan pihek

Pasal 7
(1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasa: & ayat (2) huruf b
sebagai dasar penyusunan SOP.
) Proses bisnis scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikclola oleh D
bersama Dinas.
Pasal 8

(1) PPrancang Sistem Aphkam yang dilakukan oleh PD bersama Dinas harus
sesuai Clc.ug,cx.u proses bisnis dain SCP yatiig u;-::::;.uj u: oien Guberiiur.

(2) Perancangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimezksud pada ayat (1)
dilakukan tahapan uji coba interna. di PD.

(3) Uit coba sebagaimana dimaksud pada avar (21 dihuktikan dengan Rerira

Acara yang ditandatangani oleh kepala PD.

3
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Pengembangan S1sterrr &plik E\
ras&u ‘.,”

Pengembaiigain Sistem Aplikasi SPBE meliput.

a. desain dan analisa sistem aplikasi sesuai cs=rgan ranc
sudah disetujui;

pembangunan core script dan modul/fitur vang dibutiihkan;

uji coba dan perbaikan sistem aphkas1 sesual hasil uji L-OD-C—).;
implementasi sistemn aplikasi, termasuli Laning penggunaaii, dar
dokumentasi teknis.

Dokumentdm teknis sebagaimana dimaksud pade ayat (1) huru'® e,
meliputi:

a. proses bisnis dan SOP;
b. wuser manuai,
G
d

(D.C;('}-’j'

source code;

1)":-1'\111-111'1--’11'1 Dmﬂﬂr’fnﬂn vamnao marmimalrarm lrabii e Dammelem . Timmee
SLeoulLnan o igpand yalig MOTLupPlaiall Slowlvaal: Jouiidade iy

terhadap aplikasi untuk pelaksanaan pemerintahan;

e. rancangan Sistem Aplikasi dan BaSa S
P = Talet e s an 1-\ 1«43‘\11.-\4—{\1'- alraton Aatmrs s

IJ\_.'.I. LrJ.J.‘_IMA Al AL BALALLLLL L L A N L i_LL—-L e ._4 L
elemen yang terplsah ke dalam satu kesatuan

f  nengitiian Sietem Anlilkasi vaneo merinalon Feea it
e e R - - - f el s} ak o o B R e - ~ .
suatu hagian program atau keseluruhan tuinan
untuk menemukan bug aplikasi;

¢ manusal inetalgel. vang merunaslkan wandiian fertuiiz AdAor pambaor
terkait pemasangan aplikasi;

II. manual pengguna, yang rerupakarn panduds leriulle darl gainel
terkait penggunaan aplikasi;

i. manual admin, yang merupakan panduai tertulis dan gambar terkait
bagi pengeloia apiikasi; dan

j. pencarian sumber masalah (troubleshooting).

Dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud

rahkan

]rﬂﬂad A Tihrmeae doartai Rarita i'l Ao T Feiats = o
kenada Dinas dieertai Berita Acara vang ielab cleh
masing-masing pimpinan PD.

Serah terima dokumentasi teknis sevagaimans dimaksud avar {3)

dilaporkan ke Gubernur melalui Dinas.

Pasal 10

Pengembangan sistem Aplikasi SPBE merups JANgUNED
pe-angkal junak/apiikasl termasuk daiuiuse vy nalius dilengiapl
a. ketersediaan infrastruktur server aplika :«3'4’ Ay

penempatan sistem aplikasi dan daiabase apli
h. ketersediaan internet dan intranet sebhano! fasilito

sistem aplikesi;
c. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasiken
sistem aplikasi dengan baik; dan
d. ketersediaan rancangan sistem vang sut!

Aarm r\rv‘!r\n
AL s

1dapat

Thmlarms Do ccnemm s St w4 lem g C'DDE‘ TOT b mammd vmm iy rmsr g b
Lstl€Adlll L u;;auxxxuuxl&u;; Portetiolee LApALAINGA I e b s wllagsbat 2Ll add |l

kedga setelah berkoordinasi dengan Dinas.

B F\:nl-

(1‘ dilakukan dengan memperhatikan standar Mota

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-uindangan.

PD dan Dinas menyelaraskan Pengembangan Sistem Aplikasi SPEE
embangan Sictem Aplil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perencanaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi di Daerah.

]




(1)

(1)

Aplikasi SPBE sesuai dengan uga pok can fis !.1,_9__.:,, =Bitubhan
pelayaiiail.
Siatem .A_pi.“*"?_‘f‘i SPRE S@bag?imgﬁ?‘. dimaleand madas avatr { ::f Ailakaunairan
berdasarkan pedoman Pengembangan Sistermn Aplilkasi yang diatur
olzh Pemerintah Daerah.

BAB III

INTEGRAST SISTEM H\PE THKAEY SPRE
Pasal 12

Sistem Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikeloia oleh PD harus dapat
diintegrasikan melalui sistem penghubung layan«ao peiieriiiall,
Sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memiliki ketentuan:

m

TR 1T TL{' 2Ty

integrase atau penghubung untuk melakukan {:.ee uf.«:araﬁ
SPBIL dalam bentuk antar muka pemprogramarn &
penyediaan sistem penghubung lavanzn r:’Zf}"f"Uf‘iﬂu
untuk meningkatkan efisiensi dalam
pengembangan layanan SPRE dan melaku
SPBE;
sistem penghubung layanan Pemerintah

sistem penghubung layanan Pemerintah

,)empruntqha n

o Treve v ooy e
ALAL SN S N T = Au.x i

penyediaan sistem penghubung I
A ot ey ﬂﬁv‘r 1'~ =1

A
mensyaratsan a.\.&uuy-..n. ou.ulu. I INWeroper

dan akses melalui jaringan intra pemerintan.

BAB IV
BASIS DATA

D kBl
A LSOl aay

Setiap PD mengelola Basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing. .

Basis data sebagaimana dimaksud pada avat {1} <ikelomnnkkan sebagai
berikut :

"D OPHrE PR mo 0o

basis data pelavanan:

basis data administrasi dan manajemen;
basis cata legislasi,

basis data pembangunan daerah:

basis data keuangan;

basis data kepegawaian;

basis data pemerintahan;

basis data kewilayahan;

basis data kemasyarakatan:

basis data kependudukan;

basis data kesehatan;

basis cata ketenagakerjaan;

basis data pertanian;

basis data perdagangan;

basis data perikanan dan peternakan:
basis data transportasi;

basis data pariwisata dan perhotelan; dar
basis data prasarana.

Pengelolaarl kelompok Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh PD bersama Dinas dalam suatu pusat date.



—
[y
——

(4)

(5)

Basis data PD sebagaimana dimaksud padsa =
dengan yang lain.

Initegrasi scbagaimana dimaksud padsa lalkukan olein Dines
untuk kepentingan pernyelenggaraan intalian mbangunan
pelayanan publik dan inasyarakad.
Pasal L4
Untuk mengelola Basis data ditetapkan V
) =1 HE

Wali data sebagaimana dimaksud 1
Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinac.

Perangkat Daerah wajib memutakhirkan Pasis dats vang dikelola secara
periodik,

Pemutakhiran Basis data yang dikelola cieh FI' sebagaimana dimalisud
pada ayat (1} diindentifikasi oleh Dinas.

BAB W
PENGELOLAAN DAN PEMELIF AL
SISTEM APLIKASI EPBEE
Pasal 15

Pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Aplikasi ;
implementasi aplikasi vang telah dibangun pada tahapar
Sistem Aplikasi.

Pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimalksud ayat (1)
merupakan proses untuk memastikan bahwa aplik berfungsi

sebagaimana mestinya dalam durasi waktu yang seharusnya.

Dpngp'ln?camﬁ Agn pnmphhqrnaﬂ Qictem &h'h'l raei aoha TQ11”\1’|f‘1 na dimal-epd

pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Sisterm Aj :L:)N di PD bersama
Dinas.

Pasal 10

Setiap PD yang telah melakukan Pengembaingan Citl Apiikasi wajl
melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sisiern Aplikasi secara
berkala.

Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi ’-:P'?““--ﬁfjﬂ‘;ﬂwhs dimaksnd
pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama
dengan pihak ketiga.,

Hasil  kegiatan  Pengelnlaan dan Pemeliharazan  Sistem  Anlikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumeniasikan dengan baik
oleh PD bersama Dinas.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUAST
Pasal 17

Monitoring dan evaluasi Sistem Aplikasi dilakulian aecara berkala,
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dima 1;‘,1,' pada :—*__'«'a t {1} meaputi
a. aspek teknis Pengembangan Sistem »xru kasi,
b. aspek prosedur administrasi Pengemba ugsi'f sistem Apiikasi; dan

c. implementasi Sistem Aplikasi.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakuke=
oleh masing-masing PD dan Dinas.

Hasil kegiatan monltormg dan evaluasi Sistem Aplikasi SPBE dibuat
Uc..l;d.l[.l D(‘Jl’ll.LlK ld.[JUI elfl Llc:lfl L.ll. UUKUIH.GIlLdblh.di:.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimansa dimaksud pad
huruf a, huruf b dan huruf ¢, PD bersama Dinas melakuka:
dan evaluasi kinerja Sistem Aplikasi dajam rangi-a peni
layanan sesuai dengan ketentuan peraturarn pe

a ayat (2)
@1 1l<,urf,zl
':-f_l l(:‘-It!_ b




BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayvaan Pengembangan Sistem Aplikasi bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Jowmi 2022

b‘,GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[% VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2022

Pit. SEKRETARIS DAERAH
8/PROVINSI A TENGGARA TIMUR, [¥

#JOHAN A B/ LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR



